Edy Minta Kabupaten/Kota Optimalkan Penyerapan Anggaran

) | ' } “ X 1
< ‘ k- ¥ @ "*gv“ ) h

Sumber gambar: https://waspada.co.id/

MEDAN, Waspada.co.id — Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy
Rahmayadi, meminta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut mengoptimalkan
penyerapan anggaran. Pasalnya, ada beberapa kabupaten/kota masih minim dalam
penyerapan anggaran.

Hal ini disampaikan Edy pada rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
tentang review inflasi Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal
Sudirman Medan, Rabu (21/10). Hadir Kepala Perwakilan Bl Sumut Wiwiek Sisto
Widayat serta anggota TPID lainnya.

“Saya minta kabupaten/kota cepat melakukan penyerapan anggaran. Dari data
yang saya terima masih ada beberapa daerah yang serapannya rendah, di antaranya
Padang Lawas sampai saat ini hanya sebesar 20%. Ini terkecil dari kabupaten/kota
lainnya,” katanya.

Mengenai pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, Gubsu juga meminta
para kepala daerah sosialisasi UMKM, agar memanfaatkan anggaran Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, sampai saat ini di Sumut hanya 340 ribu
UMKM yang memanfaatkan bantuan ini, padahal sudah disiapkan alokasi 2,4 juta untuk
UMKM di Sumut.

“Kita sudah disiapkan 2,4 juta UMKM oleh Pemerintah Pusat. Contoh, Jabar
sudah 2,5 juta UMKM menerima dan memanfaatkan bantuan itu. Saya iri provinsi lain
begitu antusias memanfaatkan bantuan ini untuk pemulihan ekonomi di daerahnya,”
katanya.
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Mengenai pangan, Gubsu meminta bantuan pada seluruh unsur terkait dalam
menjaga ketahanan pangan di daerah. Kabupaten/kota diminta untuk memanfaatkan
potensi pertanian daerah dalam menjaga inflasi di Sumut.

Kepala Perwakilan Bl Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, menjelaskan daya beli
masyarakat di Sumut sudah kembali meningkat. Secara kumulatif, inflasi Sumut
mencapai 0,40% di bawah rata-rata historisnya. Sepanjang 2020, deflasi utama
bersumber dari kelompok transportasi didorong oleh penurunan tarif angkutan udara.
Deflasi tertahan oleh kenaikan harga emas perhiasan yang menjadi komoditas favorit di
masa pandemi.

Mengenai kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit dan bawang
merah, disebabkan oleh faktor curah hujan tinggi. Kenaikan harga bawang putih dan
daging ayam dipengaruhi faktor peningkatan permintaan konsumen di tengah
ketersediaan stok yang cenderung terbatas. Harga cabai merah juga menunjukkan tren
meningkat.

“Secara historis, bahan pangan menjadi penggerak inflasi utama. Di tiga bulan
terakhir, kita memang harus mengantisipasi gagal panen akibat tingginya curah hujan di
beberapa daerah,” jelas Wiwiek.

Adapun daerah sentra produksi cabai merah meliputi Tapanuli Utara,
Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, dan Batubara. Sentra
cabai rawit dihasilkan dari Simalungun, Dairi, dan Karo.
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Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1 s.d. 3, 8 s.d. 10, 16, 17, 26, 27

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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10.

16.

17.

26.

27.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah
suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,
transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan
daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau
desa atau sebutan lain  dengan  kewajiban  melaporkan  dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana
yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Pasal 4
(1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi didanai APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam

rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.



(3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam
rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.

(4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau
penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah
kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

Pasal 87

(1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya
pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.

(2) Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didanai oleh Pemerintah.

(3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan wewenang yang dilimpahkan.

(4) Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan
oleh gubernur.

(5) Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi di Daerah
kepada DPRD.

(6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

(7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan
yang bersifat nonfisik.

Pasal 88

Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga
yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga.

Pasal 89

(1) Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

(2) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.

(3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa
tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

(4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo tersebut
harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.



(5) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka
penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas
Umum Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 90

(1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara
terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan
dan Desentralisasi.

(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka
Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada
gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan
kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang
memberikan pelimpahan wewenang.

(5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional
kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 91

(1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi barang milik
Negara.

(2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan
kepada Daerah.

(3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagai-mana dimaksud
pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

(4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan
ditatausahakan olen kementerian negara/lembaga yang memberikan
pelimpahan wewenang.

Pasal 93

(1) Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.



Pasal 94

1)

)

3)

(4)

()

(6)

()

Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya
penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala
Daerah.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai
oleh Pemerintah.

Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan penugasan yang diberikan.

Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan olen SKPD yang
ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada
DPRD.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan
yang bersifat fisik.

Pasal 95

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga
yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kkementerian
negara/lembaga.

Pasal 96

1)
@)

3)

(4)

()

Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.
Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan,
sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo
tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka
penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke
Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 97

1)

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan
secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Desentralisasi.



(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas
Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada
Gubernur, bupati, atau walikota.

(4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh
pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan
lembaga yang menugaskan.

(5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional
kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 98

(1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang
milik Negara.

(2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan
kepada Daerah.

(3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

(4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan
ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

Pasal 100

(1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

(1) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
a. penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19); dan atau



b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan
negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

(4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan,
kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan
kebijakan pembiayaan.

(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:
a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama
masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan
berakhirnya Tahun Anggaran 2022;

2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling
tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan

3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1
menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara
bertahap.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional

Pasal 1 Angkal,7,8,9

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN
adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang
merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh
Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Vints Disease
2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan



perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan
ekonomi nasional.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yarrg
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha
Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Pasal 2
Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan

kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Pasal 3
Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:

a. asas keadilan sosial;

b. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

¢. mendukung Pelaku Usaha;

d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata
kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. tidak menimbulkan moral hazard; dan

f. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas
dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4

Untuk melaksanakan Program PEN, melakukan:

a.
b.

PMN;
Penempatan Dana;



c. Investasi Pemerintah; dan/atau
d. Penjaminan.

Pasal 5

Untuk melaksartakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal
sebagaimana dinraksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan
kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Pasal 20 ayat (1 dan 2)

(1) Program PEN melalui belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga kepada debitur
perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit
Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

(2) Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau
Koperasi dengan plafon kredit paling tinggi Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);

b. tidak termasuk Daftar Hitam Nasional;
memiliki kategori performing loanlancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan
Nomor Pokok Wajib Pajak.



